BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat baik secara materiil atau spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.' Biaya
yang diperlukan untuk melakukan suatu pembangunan tentu sangatlah besar
sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Pembangunan hanya dapat
terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara.

Untuk memenuhi ketersediaan keuangan pada kas negara, tentunya negara
memerlukan penghasilan. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber
penghasilan yang terdiri dari : 2
1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-Pajak, Bea dan cukai
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak non-tax
4. Hasil Perusahaan Negara; dan
5. Sumber-sumber lain, seperti ; pencetakan uang dan pinjaman.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.
Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan wuntuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak menyumbang presentase yang besar dibandingkan dengan sektor

pendapatan lain untuk keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran

! Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan,
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 7.

2 H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 11



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Struktur APBN memperlihatkan bahwa
sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan
cukai. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan
sendiri besarnya pajak yang terhutang (self assessment system). Hal ini berdasarkan
cita-cita pembangunan nasional negara ini yang ingin melaksanakan
pembangunannya berdasarpada prinsip kemandirian. Namun demikian, dalam
pelaksanaanya masih ada saja yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan
sehingga mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dengan
Direktur Jenderal Pajak.

Atas timbulnya sengketa tersebut, ada beberapa upaya hukum yang dapat
diajukan oleh Wajib Pajak, yaitu mengajukan keberatan, banding, gugatan, dan
peninjauan kembali. Seperti halnya sengketa antara PT. KAWASAKI MOTOR
INDONESIA (PT. KMI) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dengan Direktur
Jenderal Pajak sebagai Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor
1468/B/PK/PJK/2017. Sengketa ini bermula saat dikeluarkannya Surat Ketetapan
Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2009 oleh
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Dua yang
diterbitkan pada tanggal 5 April 2011 yang mencantumkan bahwa PPh Badan PT.
KMI Tahun Pajak 2009 lebih bayar sebesar Rp. 1.954.521.264,00. Kemudian PT.
KMI mengajukan keberatan kepada Kepala KPP PMA Dua melalui Surat
Permohonan Keberatan Nomor DIR.211/VI/2011 yang diterima oleh KPP PMA
Dua pada tanggal 28 Juni 2011.

Pada tanggal 21 Mei 2012, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan
Nomor KEP-885/WPJ.07/2012 yang menetapkan menolak permohonan keberatan
tersebut. Setelah itu, PT. KMI mengajukan banding atas surat keputusan tersebut
pada tanggal 6 Juli 2012 yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli
2012. Atas permohonan Banding dari PT. KMI, Pengadilan Pajak mengeluarkan
Putusan Nomor 57806/PP/M.VIB/15/2014 yang mengabulkan seluruh permohonan

3 Abdul Hamid Usman, Dasar-Dasar Hukum Pajak, (Palembang; Tunas Gemilang Press,
2008), hal. 35.



banding PT. KMI sehingga PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang Lebih Dibayar
tersebut jumlahnya berubah menjadi sebesar Rp. 2.171.851.384,00.

Putusan Pengadilan Pajak tersebut diputus tanpa memperhitungkan
kompensasi kerugian yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.
Putusan Nomor 57806/PP/M.VIB/15/2014 belum mengakomodir kompensasi
kerugian yang seharusnya dikompensasikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal
6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Wajib Pajak mengajukan tambahan informasi
kepada Pengadilan Pajak sebelum perkara Banding PPh Badan Tahun Pajak 2009
diputus, namun informasi ini diabaikan oleh Pengadilan Pajak.

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan Putusan Banding ke
Pengadilan Pajak tetapi ditolak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 29
September 2015 Wajib Pajak mencari keadilan dengan mengajukan surat
permohonan pembetulan SKPLB yang tidak benar atas SKPLB PPh Badan Tahun
2009 namun juga ditolak dengan Surat Nomor S-14852/WPJ.07/KP.03/2015
tanggal 15 Oktober 2015. Wajib Pajak diminta untuk melakukan pembetulan SPT
Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) UU KUP,
tetapi hal tersebut tidak relevan dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Nomor S-14852/WPJ.07/KP.03/2015 yang menolak
perihal permohonan pembetulan SKPLB yang tidak benar atas SKPLB PPh Badan
Tahun 2009, Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Namun
demikian, gugatan ini juga ditolak oleh Pengadilan Pajak. Kemudian PT. KMI
mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap
putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas pemohonan
peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor
1468/B/PK/PJK/2017 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan
membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-72667/PP/M.IVB/99/2016.

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah
SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara
diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (ghanimah), harta

kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (fai), zakat, pajak



tanah (kharraj), dan pajak kepala (jizyah). Tiga sumber yang disebutkan terakhir

adalah meruapakan sumber penghasilan tahunan, sesuai dengan hadits di bawabh ini:
4

2aid 5050l 36 2 & AT 6 fiee G5 2e
Artinya : “Maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka bersedia, maka

terimalah dan tahan dirimu dari mereka.” (Hr. Muslim).

Hal ini dapat dilihat dari kisah Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama
yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya al-Kharaj. Kitab ini
ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid pada saat beliau ingin mengatur
sistem baitul mal, sumber pendapatan negara seperti al-kharaj, al-"ushr dan al-
jizyah. Demikian pula cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara
menghindari manipulasi dan kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan
harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasa.’

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum
Bagi Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)” (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1468/B/PK/PJK/2017).

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) menurut peraturan perpajakan?

4 Republika Online, “Sistem Perpajakan Di Masa Rasulullah”,
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss3 1 3-sistem-
perpajakan-di-masa-rasulullah, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

3 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180812&val=6213 &title=Pemi,
diakses pada tanggal 26 Juni 2018.




2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor
1468/B/PK/PJK/2017 terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB)?

3. Bagaimana pandangan [slam mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak

atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Wajib Pajak atas Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) menurut peraturan perpajakan.
b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam pada putusan
Nomor 1468/B/PK/PJK/2016 terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar (SKPLB).
c. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai perlindungan hukum bagi

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara khusus kepada
akademisi dan masyarakat umum dan dapat memberikan sumbangan pada
pengembangan ilmu hukum di bidang perpajakan khususnya yang
berkaitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-
permasalahan yang terjadi dan dapat mengungkapkan yang sebenarnya,
sehingga mendapat suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang

sebenarnya.

D. Kerangka Konseptual
1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh



hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.®

2. Pajak adalah kontribusi wajb kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’

3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.®

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.’

5. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.'°

6. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

¢ Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, cet. 5, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 74

7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 28 Tahun 2007,
LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740, Pasal 1 Angka 1

81bid, Pasal 1 Agka 2.
°Ibid, Pasal 1 Angka 3.
107bid, Pasal 1 Angka 8.



bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan.'!

7. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketatapan Pajak
Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar.'?

8. Surat Ketetapan Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. '3

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.!* Bahan yang

diteliti mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. !>

2. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

laporan buku harian, dan seterusnya.'¢ Data sekunder yang digunakan terdiri dari

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

"'/bid, Pasal 1 Angka 11.
12Ibid, Pasal 1 Angka 15
BIbid, Pasal 1 Angka 19

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed. 1, cet. 17,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 13

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta : Universitas
Indonesia, 2015), hal. 52.

11bid, hal. 12



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
(PERMA).

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak
Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan-bahan hukum primer.!” Yang terdiri dari buku-buku,
skripsi, artikel, teks dan jurnal hukum yang terkait dengan judul ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang membantu dalam
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. '* Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis yaitu berbagai

sumber dari internet.

3. Pengumpulan data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan
menelaah berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan
pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum,
dan situs internet yang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan

dan berbagai sumber kepustakaan lainnya.

4. Penyajian dan Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul
kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian ini.

VIbid.
181bid.



F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, di mana bab yang satu dengan bab
yang lain merupakan satu kesatuan. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Pada
bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan
diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode
penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum yang
dilakukan Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Pada bab ini
diuraikan mengenai pajak pada umumnya, surat ketetapan pajak dan sengketa
pajak.

Bab ketiga membahas hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini
berisi analisis mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak atas Surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) menurut peraturan perpajakan. Selain itu juga
berisi analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan
Nomor 1468/B/PK/PJK/2017 terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB)

Bab yang keempat berisi pembahasan permasalahan ditinjau dari pandangan
Islam mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Bab kelima atau bab
penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari
pembahasan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya,

sedangkan saran yang diberikan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian.



